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TBNTANG

PEITUIVJT'I{AI{ STAT' KHUSUS BUPATI HALMAHERA BARAT
BIDAIYG POLITIK DALAII,I PENYELENGGARAAIT PEMERIIYTAIIAN DAERAH

I{ABUPATEN HALMAHERA BARAT
TA}IUH 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mernujudkan pemerintahan yang baik serta
pengendalian pengelolaan isu strategis dan analisa politik dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Flalmahera Barat;

b. bahwa mengingat kompleksnya berbagai permasalahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat khususnya dibidang politik, maka sangat
dibutuhkan keberadaan Staf Khusus Bupati Bidang Politik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. Lrahrva berdasarkan ketentuan Pasal 2 al'at (1) dan Pasal 3 avat (2)
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1.A Tahun 2A25 tentang
Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati mengamanatkan bahwa
Staf Khusus Bupati diangkat oleh Bupati dan Pengangkatan Staf
Khusus Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan seLragaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b dan htiruf c, perlu ditetapkan Keputllsan Bupati Halmahera
Barat tentang Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Politik
Daiam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera
BaratTahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang iSomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Sw'atantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Sw-atantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang;

2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraa_r7
Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. Undans-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Unclan[-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten l{almahera Timur dan Kota
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaafl Negara;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipii

Negara;
8. Undang-undang Nornor 23 Tahrin 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2AA tentang Administrasi

Pemerintahan;
l0.Undang-undang Nomor 1 Tahun '2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
l1.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2A22 tentang Perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 1'2 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang- undangan;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbang;
l3.Peraturan Pemerintah Nomor i8 Tahun 2Arc tentang Perangkat

Daerah;
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l4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2A17 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

l5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tatrun '2$77 tentang Pemtrinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

l6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A79 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

lT.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

lS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L'zO Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

l9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Iieuangan Daer-ah;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nornor 2 Tahun 2A'21
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Haimahera Barat;

2l.Peraturan l)aerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2A'26
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2026;

2Z.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2A2l tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10
Tahun 2}rc tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

23.Peraturan Bupati Haimahera Barat liornor 1.A Tahun 2A25 tentang
Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati;

24.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2A26 tentang
Penjabaran APBD KaLrupaten Haimahera Barat Tahun Anggaran 2O26;

MEITIUTUSI(AN :

Menunjuk Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Politik Dalarn
Pcnyclc'nggaraair Pemerintahan Daerah scbagaimana tercanlum irada
Lampiran Keputusan ini.

Masa kontrak kerja Staf Khusus Bupati Bidang politik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 12 Bulan terhitung
mulai tanggal 1 Bulan Januari sampai dengan tanggal 31 Bulan
Desember Tahun 2026.

Masa kontrak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, sewaktu-waktu
dapat ditinjau dan/atau diakhiri bilamana tidak sesuai dengan, '

ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan
kebijakan pemerintah dan/atau bertentangan dengan hal-hal lain .vang
bersifat teknis.

Staf Khusus Bupati Bidang Politik Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dapat diberikan tunjangan kineq'a dengan
besaran Rp. 4.5OO.OOO,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Staf Khusus Bupati bidang Politik Dalam PenyeLenggaraan
Pemerintahan Daerah selain memperoleh Hak-hak sebagaimana
dimaksud pada Diktum Keempat dapat pula diberikan tambahan
penghasilan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan
kemampuan keuangan Daerah.

Staf Khusus Bupati Bidang Politik dalam penyelenggraan Pemerintahan
Daerah riiberikan biaya perjalar:ar: dinas Dalam Daerah mallpun Keluar
Daerah {Dalam Negeri} disetarahkan dengan Perjalanan Dinas Non PNS.
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Staf Khusus Bupati Bidang Politik Dalam Penyelengaraan Pemerintahan
Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap
perkembangan situasi dan kondisi politik dan pemerintahan
daerah.

b. Mengumpulkan data, flakta dan informasi sebagai bahan analisa dan
kajian atas perkembangan situasi dan kondisi politik dan
pemerintahan daerah.

c. Melaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan
monitoring situasi dan kondisi politik dan pemerintahan daerah.

d. Melakukan konfirmasi, klarifikasi, konsultasi dan koordinasi dengan
Perangkat Daerah berdasarkan pengamatan dan monitoring situasi
dan kondisi politik dan pemerintahan daerah.

e . Menyampaikan telaahan staf yang berisi saran, pendapat, masukan
dan pertimbangan berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai
bahan perumusan kebijakan dan pemecahan masalah dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah.

t. Tugas-tugas khusus lain yang diberikan oleh Bupati.

Staf Khusus Bupati Bidang Politik Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugas berkoordinasi dengan
Sekretaris Daerah dan melaporkan kepada Bupati.

Segaia braya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PE.IABAT PARAF

Sekretaris Daerah

Ass. Bitl. Adm. Umum @"/
Kabag Umum, Perencanaan &
Keuangan t"
Kabag. Hukum & Orgs V
Te@an: Disampaikan kepada Y"! Sekr-etari,s ]-laera}l Kah. Hainah

,

Rarat d

Ditetapkan di : Jailoio
padatanggal : f Januari 026

BUPATI

Jailolo,
Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
Yang bersangkutan untuk diketahui.

BARAT,

2"
3.
4.



LAMPiRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHBRT{ BAIL{T
NOMOR : tL.A /KPTS/ 1120'26
TANGGAL: q JANUARI 2026

TEI.{Tfu\G : DAFTAR SUSUNAN STAIT KIjUSUS BUPATI HALMAHBRA
POLITIK DALAM MENDUKUNG PBNYBLENGGARAAN
DABRAI{ KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026

BARAT BIDAJ\IG
PEMERINTAHAN

NO. I.{AfuIA JABATAN

BtrSARAN
MITTI TA\TA ANII L/ -t 1 U .a11 \ \Ti1r \

(np)
KtrT.

1 WARUDDIN Hi. MARIGALLANG Staf Khusus Bupati
Bidang Politik 4.500.000,-

,2 HIKAYAT A. RAHMAN Staf Khusus Bupati
Bidang Politik 4.500.000,-

3 ALEKS RETRAUBUN Staf Khusus Bupati
Bidang Politik 4.500.000,,

4 ARMAN F. WAHID Staf Khusus Bupati
[Sidang Politik 4.500.000,-

Ass. Bid. Administrasi Umum

Kabag Umum, Perencanaan &

Kabag. Hukum & Orgs


